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T::: :unTuf ulasan yans rnendukungr_ pernyataan bahwa kompsi merupakan masalah
dan ancaman serius terhadap stabilitas d.an keaman_
an masyarakat, menrntuhkan lembaga dan nilalnilai
demokrasi, nilai_nilai etika dan f."rllf", dan mem_bahayakan pembangunan berkelanjutan dan supre_masi hukum. Jnga telah banyak penelitian yangmembuktikan bahwa kompsi telah menciderai hak_hak ekonomi dan sosial masyarakat sehingga

mendegradasi derajat kesejahteraan dan mengham_
bat pembangunan. Telah banyrt puiu instrumen
hukum yang disahkan, dikritik, dicabut, diu_und._
men dan sete.rsnya, demi upaya pemberantasan
korupsi. Bahkan Indonesia :.g" *ilf, *eratifikasi
United Nation Convention Against Cormpiion 1UN_CAC), pada perkembangan dewasa ini, dengan an_tusiasme yang besar, kompsi t.tat, arp.omosikan

seb_agai salah satu p.lungguron Oun f.ffi,an ter_hadap FIAjVL

Pertanyaan kmsial yang mengemuka kemudianyaitu: Apakah dengan mengkategorikan korupsi se_bagai pelanggaran terhadap HAM maka akan mem_
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berikan daya dorong yang lebih kuat

keggr$apal a' pemberantamn komp-

b1;3t3,,,,,,,,,,,,,,,,".seb^aliknya," juslrymen*ciptE-

rrffltrirmiian 6am dalam instmmen

hukum yang telah ada sehingga me-

lemahkan upaya pemberantasan ko-

rupsi tersebut? APakah dengan

mengklasifikasi korupsi sebagai keja-

hatan terhadap FIAM maka Penanga-

nan kasus koruPsi akan membawa

pemulihan hak-hak ekonomi, sosial,

budaya; atau justnt sebaliknya, bera-

l*rir sama seperti halnya penanganan

kasus-kasus HAM yang terjadi sebel-

umnya, yaitu: putusan (bebas) oleh

Pengadilan HAM ad-hoc?

Berangkat dari kegelisahan di atas,

maka tulisan ini akan memfokuskan

pada persoalan utama : bagaimana

mengantisipasi defisit yang terjadi jika

pemberantasan korupsi diletakkan

sebagai bagian dari agenda penega-

kan HAM? Penulis bisa menerima

dengan argumentasi bahwa korupsi

dapat dikategorikan sebagai pelang-

garan terhadap HAM' Namun demiki-

an, untuk menghindari repetisi per-

debatan apakah konrpsi adalah keja-

hatan HAM atau bukan, maka tulisan

ini hanya akan membatasi Pada Per-

soalan paradoks-paradoks ketika ko-

rupsi adalah pelanggaran terhadap

HAM, dan tidaklagi memPermasalah-

kan urgensi pengintegrasian tersebut.

Polemik Demokrasi: Latar
Paradoks

Proses demokratisasi Yang terus

bergulir sejak lebih dari satu dasawar-
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sa terakhir rupanya tidak mengendur-
tka rFhinlar$in$ar eufo"iia defo tra-

pi, guo;narypaknya belurq rn*nuju
demokrasi substansial yang matang'

Pararel dengan euforia tersebut, ter-

jadi suatu ants deras berbagai narasi-

narasi global yang bersentuhan den-

gan persoalan-persoalan lokal. Begi-

tu banyaknya ide-ide besar - Yang

sesungguhnya bukan benar-benar

baru - namun relatif segar untuk nega-

ra yang sedang menuju kedewasaan

berdemokrasi. Negara-negara yang

berada dalam arus besar demokrati-

sasi tersebut, termasuk Indonesia di

antaranya, disiram begitu banYak

nilai-nilai dan ide-ide demokrasi dari

berbagai versi sehingga terus-me-

nerus dalam proses meraba model

yang tepat dengan Persoalan Yang

mereka hadapi.

Dalam proses meraba model

demokrasi tersebut, telah diciptakan

begitu banyak instmmen dan institu-

si yang menyokong masing-masing

model tersebut. Terjadi pembentukan

begitu banyak Produk hukum, baik

dengan cara mengadoPsi Produk hu-

kum internasional maupun melalui

perdebatan di ranah politik nasional'

Begitu juga pendirian berbagai insti-

tusi terkait fungsi-fungsi yang makin

spesifik namun dengan kewenangan

yang saling bertumPang tindih'

Paradoks r: Bias KePentingan
dan Ruang LingkuP

Persoalan-Persoalan hukum Yang

pada dasarnya memang sulit steril
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-t:ngendur-
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:: ,-r: - yang

.::r-benar
...:Lil< nega-

, : -1:ir'asaan

i.I'a yang

.rokrati-
resia di
lanyak

:. .-tsi dari

.'-rs-me-

, model

r.r vang

r. ntingan
:nup

...."rn yang

: . .'.lt Steril

.. ^epentingan Politik memiiiki
..risme unttlk saling menglinci' Tak

..:ie te{adi cleadlock ketika terjadi

:r"llri'ilrf antara penuntasan kasus

- rpsi dan hambatan politis diseki-

rla, Ketil<a terjacii interlocking
.-.:ar instrllmen huknm, terjadi ptlla

, ldisi saling menyandera di antara

-.stitusi maupun aktor yang terlibat'

: -rmainnya agenda global dalam

.-rgkr.rp nasional juga turttt meramai-

..,rn hiruk-pikuk percaturan politik
iirn agenda penegakan hukum. Hasil

akhir dari euforia dan banjir nilai

tersebut yaitu: drama.

Manakala masih berPclemik

dalam'drama' tersebut, pengintegra-

sian upaya pemtrerantasan kompsi ke

daiam agenda besar penghormatan

lL{M ternyata telah me\{'qjud dalam

suatu kerangka kerja, bukan lagi seke-

dar ide. Pengintegrasian ini sejatinya

memang di dasari oleh argitmentasi

yang kuat dan bukti-bukti yang valid

sehingga memang urgen untuk di-

lakukan. Mengingat dampak sistemik

yang begitu merusak yang disebab-

kan oleh korupsi terhaclap berbagai

snrnber daya yang semestinya dipe-

runtukkan bagi kepentingan dan hese-

jahteraan masyarakat, maka adalah

tepat jiha kompsi ditetapkan sebagai

salah satu wuirid pelanggaran hak

ekonorni, sosial, dan budaYa

masyarakat.

Perlu sekali dipeitirnbangkan bah-

wa: terdapat begitu banyak corak

relasi sosial sehingga corak itupun

mewarnai karakter relasi koruptif di

masyarakat -yang beragam. Ada

kecenderungan masyarahat semakin

permisif Calam rnenyikapi praktek

kornpsi" Daiaur mernposisikan korttp-

si selra.gai ntrjud pelanggaran hak eko-

scb,, terdapat persoalan kmsial selan-

jutnya yaitu : karakter khas ,vairg

membedakan antara tindak Pidana

kompsi dan pelanggaran HAM'

Setidaknya terriapat z (dua) perbe-

daan mendasar antara npaya pember-

antasan korupsi dan upaya perlind-

nngan HAM"

Pertama, kepentingan. Pemberan-

tasan korupsi berorientasi Pada

efisiensi kettangan - khususnya di In-

donesia yaitu keuangan negara' Ko-

rupsi dipandang rnerugikan ltarena

menyedot alokasi kenangan negara

yang semestinya bisa dipergunakan

nntuk pengeloiaan Pemerintahan,
perntrangunan infrastruktur, pelay-

anan publik, dan peningkatan kese-

jahteraan rnasyarakat. Sesuatu per-

buatan itn baru bisa dikategorikan

se-bagai ltornpsi ketil<a merugikan

keuangan negara. Altinya, titik berat-

nya pada ltemgian negara' Jika tidak

merugikan kenangan negara, maka

perbuatan tersebut tidak trisa disebut

sebagai kornpsi, melainkan tindak pi-

dana umum. tserbeda dengan korup-

si yang secara khusus menempatkan

negara sebagai 'korban', yang terma-

suk pelanggaran HAM adalah Peng-

abaian hak-hak sipil, politik, ekonomi,

sosial, dan budaya masyarakat. Dalam

hal ini, jika terjadi pelanggaran HAM

maka korban pelanggaran tersebnt

1a
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adalah rakyat. Secara singkat, korup-

si adalah pelanggaran terhadap ke-

pentingan negara' sedangkan pelang-

garan HAM adalah Pelanggaran ter-

hadap hak azasi manusia'

Kedua, mang lingkuP. Dalam kon-

teks Indonesia, Pemberantasan ko-

rupsi diletakkan pada koridor melin-

dungi keuangan negara' Sekalipun

keuangan negara ini nantinya dituju-

kan untuk memenuhi kebtltuhan

masyarakat, namun inti dari perlind-

ungan keuangan negara adalah ke-

pentingan pemerintah. Ruang lingk-

up yang ter-fokus ini memiliki kelebi-

han, yaitu jangkauan Yang terukur

dalam memenuhi azas kepastian hu-

kum. Kekurangan dari terfokusnYa

ruang lingkup korupsi, yaitu meng-

abaikan kompleksitas relasi keuangan

dengan mengandaikan bahwa keuan-

gan negara adalah mandiri dan oton-

om. Sering terjadi debat kusir men-

genai mang lingkuP, misalnYa : aPa-

kah asset BUMN adalah bagian dari

keuangan negara atau bukan, atau

contoh lain : aPakah dana Pemerin-

tah yang ditemPatkan dalam bentuk

saham atau obligasi kepada suatu in-

stitusi privat termasuk dalam bagian

Iteuangan negara atau bukan' Semen-

tara itu, Pemenuhan HAM menuntut

tanggung jawab negara secara menye-

lumh. Perbedanya terletak pada min-

imalisasi intervensi negara dalam hak

sipil dan politik; di sisi lain, optimal-

isasi peran negara dalam pemenuhan

hak-hak ekonomi, sosial, Politik'

Paradoks z :

Siklus Delegitimasi

Kegagalan untuk memProteksi

hak-hak ekonomi dan halt-hak sosial

akan membahaYakan demokrasi den-

gan berbagai cara. Pertama, men-

gurangi status citizenship yang hak-

haknya tidalt terlindungi, dan juga

mengurangi kemamPuan mereka un-

tuk menggttnakan hak-hak tersebut

terhad,ap sesamanya. Dalam kondisi

demikian, eksklusi sosial-ekonomi

dan politik berlanjut dari satu pihak

kepada pihak lain. Kedua, menguran-

gi kualitas kehidupan pubiik secara

keseluruhan, dimulai dari kehilangan

rasa aman terhadap ltepemilikan dan

perorangan, sampai pada instesitika-

si represi. Ketiga, mengikis legitimasi

instihrsi demokratis dan membuatnya

menjadi lebih rentan terhadap sub-

versi, dan ketidakhadiran hak-hak

sosial ekonomi secara luas (Beetham,

1999 : roz).

Habermas menggambarkan relasi

antara sistem ekonomi, sistem sosial

budaya dan sistem Politik sebagai

pada Skerna r' Model Ikisis Legitima-

si dari Habermas.Konsekuensi lebih

lanjut dari kegagalan perlindungan

hak-hak sosial ekonomi Yang beru-

jung pada kegagalan manajemen kri-

sis pemerintahan. Hukuman bagi keg-

agalan ini, menumt Flabermas (zoo4

: zz5) adalah penarikan legitimasi'

Penarikan iegitimasi oleh

masyarakat terhadaP negara jelas

akan melemahkan LlPaYa negara

dalam Pemenuhan hak-hak sosial-

i
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Skema t. Model Krisis Legitirnasi dari I{abermas
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: !- oleh

r ria jelas
' : negafa

- r. i sosial-

ekonomi masyarakat. Siklus ini jelas

merlrpakan defisit bagi semua pihak.

Di satu sisi, pemenuhan hak-hak sos-

ial-ekonorni memerllrkan penguatan

secara legai formal, namun di sisi lain

terjadi penumnan tingkat keper-

cayaan terhadap upaya penegakan

hukum"

Paradoks 3:
Keragarnan I(arakter

Karakter politik yang berbeda di

tiap negara akan memberikan hasil

yang berbeda dalam relasi antara
pemberantasan korupsi dan perlind-

ungan fiAM. Meskipun pada umum-

nya negara yang tidak melindungi
FIAM cenderung pennh dengan aktiv-

itas yang koruptif, namun tidak sela-

Iu perlindungan HAM berelasi secara

konstan dengan pemberantasan ko-

rupsi. Ada negara yang mampu

melakukan perlindungan HAn4 tidak
serta-merta bebas dari praktek korup-

si. Begitujuga sebaliknya, negara yang

bersih dari praktek kompsi tidak se-

laln memenuhi periindungan HAM.

Dalam hubungan antara pemberan-

tasan korupsi dan perlindungan FIAM,

seringkali berhadapan pada

masyarakat yang relasi sosial-eko-

nominya yang cenderung permisif
terhadap korupsi. Bahkan pada taraf

ekstrim telah sepenuhnya horuptif.

Dalam studi yang dilakukan Trans-

parency International (Cockcroft,

1998), Italia adalah negara yang

mampu memberil<an perlindungan

terhadap HAM terhadap masyarakat-

nya, rlamun parktek korripsi tetap

berkembang secara sistematis mela-

lui jaringan mafia. Semantara itu, Sin-

gapllra merupakan negara yang ma-

suk dalam jajaran papan atas negara

yang mampu membersihkan diri dari

praktek korupsi, namun pada saat

yang sama Singapura justru sangat

tertutup dalam hal pemenuhan hak-

hak sipii dan politik. Pemberantasan

korupsi memang dapat langsung
memberikan ef'ek bagi hak tertentu,

sehlngga hams dilakukan penyeim-

bangan antara kebutuhan untrtk me-

merangi kompsi dan keinginan untuk

menduirung HAM.

'fantangan lain yang sangat sulit

untuk dihadapi yaitu kecendertlngan

praktek korupsi yang justru sebagai

75
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'prakondisi' pemenuhan HAM. Studi

Buckley (Sano dan Alfredsson, 2oo3)

menuryukkan bahrva pemberantasan

korupsi bisa jadi bersimpangan jalan

dengan perlindungan HAM. Manaka-

la korupsi telah sedemikian komple-

ks, bahkan hul<um positif telah
sedemikian mpa melegalkan praktek

kompsi, rnaka jalur pemenuhan hak-

hak dasar (baik hak konstitusional
maupun hak hukum) pun terpaksa

herrus melelvati koridor yang korr.rp-

tif tersebut. Pada taraf ini, penyuapan

bersinonim dengan insentif, pengge-

lapan bersinonim dengan kewenan-

gan, dan seterusnya. Akibatnya, tak
jarang pe4'uangan emansipasi hak jus-

tru dimulai dengan besaran angka bi-
aya politik.

Faradoks 4: Elitisme

Sebagaimana dir"rraikan sebelurn-

nya, bahlva kompsi dalam konteks

hukum positif Indonesia berttimpu
pada kata knnci'merugikan heuangan

negara'. Meskipun bisa ditarik suati

perlnasan terhadap makna tersebut,

namun ullllmn\ra aktor i,'ang memil-

iki kapabolitas merugikan keuangan

negara adalah aktor yang dekat den-

gan pusat ltel<usasan, rninimal aktor
yang mernililii akses terhadap re)asi

seputar keuangan negara.

Sebagaiinana yang kerap dan den-

gan gencar diberitahan oieh media

massa, kasus-kasus korupsi senan-

tiasa melibatkan pejabat pLrblik (baik

pusat maupun daerah), pengusaha

76

dan konglomerat, maupun aktor-ak-
tor politik (baik berafiliasi dengan

partai maupun non-partisan). Penan-

ganan kasus-kasus tersebnt diberita-
kan secara besar-besaran, bahkan
adakaianya persidangan disiarkan se-

cara langsung, termasuk ketika terja-

di debat publik di parlemen terkait
kasus tersebnt" Narnun pada giliran-
nya, penanganan kasus kompsi, apap-

un ranah dana yang dikorupsi, tidak

menyentnh substansi pemnlihan
kondisi. Kehebohan yang timbul dari
kasus tersebut memang dapat disak-

sikan melalui media massa, narnun

dimana relevansi penyelesaian kasus-

kasr.rs tersebut terhadap pemennhan

hak-irak sipil, politik, ekonomi, sosial

dan budaya )'ang sejatinya mertlpa-

kan 'korban'i' Berbagai lobby tinghat
tinggi, adu argnmentasi, dan berbagai

intrik politik dari 'perhelatan' pem-

berantasan kompsi tidak menyentuh

substansi kenrgian yang secaril

honkrit, yaitu tidak terpenuhinya hak

warganegara. Kontestasi seputar
pemberantasan kornpsi telsebut ber-
jalan clengan sangat eiitis.

Memang tidak dapat dipungkiri
bah'iq'a setiap masyarahat akan bera-

da dalam struktur stratifikasi, dalam

ranah apapun. Stratifikasi sosial

dalam masyarakat adaiah suatu lten-

iscayaan. Maha daiam masyarak:it

1,'ang berstratifiliasi tersebut, 'hak' dan

'partisipasi' jnga mengalami stratifika-

si pula. Kemampuan lvarganegara

dalarn nlengoperasionalisasi haknya

tentu sangat tergantung pada dimana

D..

Ind.c:

"f '-'
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posisi warganegara tersebut berada

dalam hierarki stratifikasi sosialnya.

Marx menyebut posisi tersebut diten-

tukan oleh basis produksi, sedangkan

Weber menyebut posisi tersebut
disandarkan pada basis legitimasi.
Dalam pembacaan hak dengarr

teropong Mary dan Weber, lvargane-

gara yang merniliki basis produksi

clan/atau basis legitimasi yang akan

mampu'belparlisipasi'.

Kondisi ini memang berat untnk
diterima, terutama jika disandingkan

dengan prinsip-prinsip HAM yang

menjlrnjung tinggi kesetaraan (equal-

ity). Paradoks elitisme dalam pem-

berantasan korupsi tentu tak lepas

dari kesadaran kolektif rnasyarakat.

Adakah aksi kolektif. (collectiue ac-

tion) yang merespon balik elitisme

upaya pemberantasan kornpsi?

Persoalan aksi kolektif ini adalah

isu kmsial. Sebagian besar dari pene-

litian-penelitian beraliran positif ter-

hadap masalah pilihan publik meng-

gunakan dasar pemikiran yang dice-

tuskan dalam karya Olson yang ber-

judul Logic of Collective Action
(iS6S). Olson mengkritik pandangan

pluralism secara langsung. Beberapa

kepentingan bahkan tidak pernah ter-

organisasikan sama sekali. Beberapa

kelornpok terus-rnenerus berada

dalam kondisi laten.

Dalam pemberantasan korupsi di

Indonesia, aksi l<olektif dalam mere-

spon pemberantasan korupsi tidak

terorganisir sebagai suatu gerakan

sosial. Lebih sebagai (a) advokasi hr

kum secara 'elitis', dan / atau (b)

demonstrasi sporadis dalam periode

singkat dan terlokalisir pada titik-ti-
tik urban. Kalaupnn terjadi aksi ber-

sarna maka aksi tersebut bukanlah
suatn gerakan sosial dengan agenda

seiting yang terorganisir meiainkan

sekedar kepentingan-kepentingan
yang sejenis.

Paradoks 5: Hiperjudisialisasi
versus hipo-justisiabilitas

Demokrasi memang tidak dituitt-
kan untnk efisiensi, namun pelibatan

berbagai elemen masyarakat. Per-

soalannya, bagaimana mewujudkan

suatu good govemance ketika masih

disibukl<an dengan perdebatan sepu-

tar lirngsi dan kewenangan yang sal-

ing bersilangan tersebut. Terjadilah

apa yang disebut sebagai eufbria dan

"banjir nilai". Kerumitan-kerumitan
prosednrai dan struktural pun terja-

di. Maka merebaklah berbagai tuntu-
tan untnk mengintegrasikan bebera-

pa eiemen yang dipandang rnemiliki

basis orientasi yang searah, atau

setidaknya dipandang memiliki ke-

pentingan yang sejenis. Salah satu di-

antaranya yaitu mengintegrasikan
upaya pemberantasan korupsi - se-

bagai bagian dari narasi besar supre-

masi hukum; dengan upaya penghor-

matan HAM - sebagai bagian dari

narasi besar kemanusiaan. Penginte-

grasian tersebut bukan hanya baru

seputar perdebatan di ranah wacana,

narnun telah meiembaga dalam lvn-

jud instmmen hukum, salah satunya
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yaitu dengan meratifikasi United Na-

tion Convention Against Corruptions

(UNCAC).

Terkait dengan upaya Penangan-

an korupsi, sejatinya Indonesia juga

telah memiliki produk hukum positif

yang telah lama berlaku. Untuk pidana

umum, telah diatur dalam Kitab Un-

dang-Undang Hukum Pidana sebagai

lex generale. Tidak cukuP dengan

pemidanaan secara tlmllm, maka dia-

turlah pemidanaan secara khustts

melalui berbagai produk hukum lex

special, diantaranya dikenal dengan

UU Tindak Pidana KoruPsi, mauplrn

peraturan yang terkait, misalnya UU

Anti Money Laundry, dan sebagain-

ya. Selain menciptalian produk hu-

kum yang khusus, dibentuk pula in-

stitusi yang secara khusus menanga-

ni pemberantasan kontpsi, yaitu Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (KPK)

yang sesungguhnya ftingsi institusi ini

sama dengan ftingsi institusi lain yang

telah lebih dulu ada, yaitu Kejahsaan

dan Kepolisian. Kerumitan ftingsi dan

bentnran kewenangan menjadi tak

terelakkan.

Manakala penanganan kasus-ka-

sus korupsi yang cenderung bersifat

elitis itu berakhir melalui putusan

pengadilan, lalu bagaimana dengan

pemulihan HAM yang telah tercide-

rai secara meluas. Resiko dari hiper-

judisialisasi adalah berhentinya per-

soalan di palu hakim' Sebagai contoh:

jika seorang pelaku korupsi dana pen-

didikan atau dana kesehatan dinyata-

kan bersalah dan dikenai pidana ku-

7B

rungan penjara dan/atau denda,

bagaimana kelanjutan PembiaYaan
pendidikan dan kesehatan yang telah

terlanjur di korupsi tersebuti' Perlu

diingat, kurttngan peniara tidak

mengembalikan kondisi'korban', se-

dangkan denda tidak disalurl<an ke-

pada'korban' melainkan masuk ke kas

negara.

Ironisnya, berdasarkan Pengala-

man Indonesia daiam menangani

perkara pelanggaran FIAM, umtlmn-

ya Peradilan HAM memberi Putnsan

ringan, bahkan bebas, Pada Pelaku
pelanggaran IIAM. Rehabilitasi keru-

gian akibat pelanggaran HAM tetaP

tidak menujti titik terang. Dalam taraf

yang pealing optimum hanYalah

pernulihan nama baik, sedangkan re-

habilitasi secara material apalagi sub-

stansial belum ada wujud nyata.

PenutuP

Keadilan terbentuk melalui Pe-

nilaian kolektif tentang tatanan sosial

yang adil. Namun di tengah

masyarahat ada perbedaan-perbe*

daan. Ferbedaan jenis komunitas poli-

tik akan meningkatkan Perbedaan
bentuk penilaian kolektif terhadap

makna keadilan. Ada ketidaksetaraan'

Ketidakseimbangan posisi tawar di

dalam negosiasi legislasi berpotensi

menj adikan hukum sebagai instrumen

kepentingan pihak yang kuat. Di si-

nilah pengintegrasian Pemberan-
tasan kontpsi dan perlindungan IIAM

memperoleh tantangan'

p:
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Sejatinya pemenuhan HAM meru-

pakan tanggung jawab negara.

Manakala te4'adi praktek liorupsi se-

hingga tidak terpenuhinya suatri je-

nis hak teftentu dalam lt{M, sesung-

guhnya yang paling bertanggung
jan'ab dalam hai ini tetaplah negara,

bnkan semata-mata pelaku l<oirrpsi.

Kesamaan visi untuk menciptakan

masyarahat yang adil dan sejahtera

menang tidak secara otornatis men-

geliminasi belbagai paradoks yang

hadir diantara upaya pemberantasan

kompsi dan perlindungan HAM.
Adakalanya pemberantasan korupsi

dan perlindungan HAM tidak berada

dijalur yang selaras karena basis epis-

timclogis, lieragarnan karakter
masyarakat dan agenda setting yang

berbeda. Namun memisahkan pem-

berantasan korupsi dari koddor per-

lindungan HAM jeias bukanlah sr.ratn

pilihan. Berbagai paradoks yang lahir
dari pengintegrasian pemberantasan

korupsi lie lanah perlindungan ILAM

adalah suatu resiko yang mau tak mari

memang harus dihadapi. Langkah-

langkah integrasi yang lebih strategis

dan petn kerja yang sistematis dapat

menanggulangi defisit yang mungkin

saia terjadi.
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